PERATURAN MENTERI KOORDINATOR

BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR,
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR, DAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
KEMENTERIAN KOORDINATOR DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG

POLITIK DAN KEAMANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN

Menimbang

REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan menciptakan

keseragaman dalam pembentukan Peraturan Menteri
Koordinator, Keputusan Menteri Koordinator, dan
Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator di
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan,
perlu pengaturan terkait tata cara pembentukan
Peraturan Menteri Koordinator, Keputusan Menteri
Koordinator, dan Keputusan Sekretaris Kementerian
Koordinator di Kementerian Koordinator Bidang Politik
dan Keamanan;

bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator,
Keputusan Menteri Koordinator, dan Keputusan
Sekretaris Kementerian Koordinator di Kementerian
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketentuan
peraturan  perundang-undangan dan  kebutuhan
organisasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik
dan Keamanan, sehingga perlu diganti;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan
Keamanan tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan
Menteri Koordinator, Keputusan Menteri Koordinator,
dan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator di
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;



Mengingat

Menetapkan

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6994);

3. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2024 tentang
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 337);

4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan
Keamanan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik dan
Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 950);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK
DAN KEAMANAN TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR, KEPUTUSAN
MENTERI KOORDINATOR, DAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
KEMENTERIAN KOORDINATOR DI KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud

dengan:

1. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan
tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat
secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh
lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui
prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-
undangan.

2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan
Keamanan yang selanjutnya disebut Peraturan Menteri
Koordinator adalah peraturan tertulis yang memuat
norma hukum yang mengikat secara umum dan
ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan
Keamanan melalui prosedur yang ditetapkan dalam
Peraturan Perundang-undangan.

3. Keputusan Menteri Koordinator adalah ketetapan
tertulis yang ditetapkan oleh atau atas nama Menteri
Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang bersifat
konkret, individual, dan final.



10.

11.

(1)

Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator adalah
ketetapan tertulis yang ditetapkan oleh Sekretaris
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
yang bersifat konkret, individual, dan final.
Pemrakarsa adalah pimpinan unit kerja di Kementerian
Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang
mengajukan usul Rancangan Peraturan Menteri
Koordinator, Keputusan Menteri Koordinator, atau
Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator.
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
yang selanjutnya disebut Kementerian Koordinator
adalah kementerian yang menyelenggarakan
sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan
kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di
bidang politik dan keamanan.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang
selanjutnya disebut Menteri Koordinator adalah unsur
pemimpin Kementerian Koordinator yang bertanggung
jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian
Koordinator.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan
Keamanan yang selanjutnya disebut Wakil Menteri
Koordinator adalah unsur pemimpin Kementerian
Koordinator yang mempunyai tugas membantu Menteri
Koordinator dalam memimpin pelaksanaan tugas
Kementerian Koordinator.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik dan
Keamanan yang selanjutnya disebut Sekretaris
Kementerian Koordinator adalah pimpinan wunit
sekretariat Kementerian Koordinator yang mempunyai
tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan
tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unsur organisasi di
lingkungan Kementerian Koordinator.

Kepala Biro Hukum dan Persidangan yang selanjutnya
disebut Kepala Biro Hukum adalah pimpinan unit kerja
yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan
pembentukan Peraturan Perundang-undangan di
Kementerian Koordinator.

Biro Hukum dan Persidangan yang selanjutnya disebut
Biro Hukum adalah unit kerja yang mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi dan pembentukan Peraturan
Perundang-undangan di Kementerian Koordinator.

BAB II
TATA CARA PEMBENTUKAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2
Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator
dilakukan dengan tahapan:
a. perencanaan;



b. penyusunan;
c. penetapan; dan
d. pengundangan.

(2) Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan
Sekretaris Kementerian Koordinator melalui Kepala
Biro Hukum.

Pasal 3

(1) Setiap tahapan pembentukan Peraturan Menteri
Koordinator mengikutsertakan Perancang Peraturan
Perundang-undangan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

(2) Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan
Peraturan Menteri Koordinator dapat mengikutsertakan
pejabat fungsional analis hukum dan/atau pejabat
fungsional lain sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 4

(1) Perencanaan rancangan Peraturan Menteri Koordinator
disusun dalam suatu program penyusunan Peraturan
Menteri Koordinator.

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun berdasarkan:
a. perintah Peraturan Perundang-undangan yang

lebih tinggi;

b. berdasarkan kewenangan;
c. putusan pengadilan; dan/atau

d. berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 5

(1) Pemrakarsa dapat mengajukan wusul perencanaan
rancangan Peraturan Menteri Koordinator yang sesuai
dengan bidang tugas dan fungsi Pemrakarsa.

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
secara tertulis kepada Menteri Koordinator melalui
Sekretaris Kementerian Koordinator.

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
dengan analisis substantif dan analisis teknis.

(4) Analisis substantif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) terdiri atas:

judul;

urgensi dan sasaran yang ingin diwujudkan;

ruang lingkup materi muatan; dan

perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang

lebih tinggi, berdasarkan kewenangan, putusan

pengadilan, dan/atau berdasarkan hasil evaluasi.

(5) Analisis teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
terdiri atas:

a. pengajuan tim penyusun; dan

oo



(1)

(2)

(3)

(4)

b. jangka waktu penyelesaian pembentukan
rancangan Peraturan Menteri Koordinator.

Pasal 6
Berdasarkan usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5, Sekretaris Kementerian Koordinator melalui Kepala
Biro Hukum menyusun daftar rencana penyusunan
rancangan Peraturan Menteri Koordinator yang sesuai
dengan target kinerja untuk 1 (satu) tahun.
Pembahasan daftar rencana penyusunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat
koordinasi dengan pemrakarsa yang dilakukan paling
lambat bulan Februari tahun berjalan.
Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan untuk menentukan prioritas rancangan
Peraturan Menteri Koordinator.
Rapat koordinasi dilaksanakan melalui:
a. evaluasi program penyusunan Peraturan Menteri
Koordinator pada tahun sebelumnya;
b. penyampaian wusulan pembentukan rancangan
Peraturan Menteri Koordinator oleh Pemrakarsa;
c. kesepakatan program penyusunan Peraturan
Menteri Koordinator; dan/atau
d. jadwal pembentukan rancangan Peraturan Menteri
Koordinator.

Pasal 7

Daftar rencana penyusunan Rancangan Peraturan Menteri
Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
dan ayat (2) memuat:

a.
b.
C.

(1)

(2)

(3)

(4)

judul;

ruang lingkup materi muatan;

perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih
tinggi, berdasarkan kewenangan, putusan pengadilan,
dan/atau berdasarkan evaluasi; dan

pemrakarsa.

Pasal 8
Kepala Biro Hukum menyampaikan daftar rencana
penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada
Sekretaris Kementerian Koordinator untuk
mendapatkan persetujuan.
Daftar rencana penyusunan Rancangan Peraturan
Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yang telah disetujui oleh Sekretaris Kementerian
Koordinator disusun menjadi Program Penyusunan
Peraturan Menteri Koordinator.
Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh
Menteri Koordinator paling lambat bulan Maret pada
tahun berjalan.
Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun.



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
(2)

Pasal 9

Rancangan Peraturan Menteri Koordinator pada
Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator
yang belum dapat diselesaikan tahapan
penyusunannya pada tahun  Dberjalan, dapat
dilanjutkan penyusunannya pada tahun berikutnya
dengan terlebih dahulu ditetapkan dalam Program
Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator.
Rancangan Peraturan Menteri Koordinator
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan
laporan perkembangan penyusunan rancangan
Peraturan Menteri Koordinator.

Pasal 10

Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat menyusun
Rancangan Peraturan Menteri Koordinator di luar
Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator
berdasarkan izin prakarsa dari Sekretaris Kementerian
Koordinator melalui Kepala Biro Hukum.
Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. perintah Peraturan Perundang-undangan yang

lebih tinggi;
b. berdasarkan kebutuhan organisasi,
c. putusan pengadilan; dan/atau
d. berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 11
Pengajuan usul di luar Program Penyusunan Peraturan
Menteri Koordinator harus diajukan secara tertulis
disertai analisis substantif dan analisis teknis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat
(5) oleh Pemrakarsa kepada Menteri Koordinator
melalui Sekretaris Kementerian Koordinator.
Berdasarkan usul sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), Sekretaris Kementerian Koordinator melalui Kepala
Biro Hukum melakukan analisis terhadap usulan
Pemrakarsa.
Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan Kepala Biro Hukum kepada Sekretaris
Kementerian Koordinator sebagai pertimbangan dalam
pemberian izin prakarsa.
Dalam hal Sekretaris Kementerian Koordinator
memberikan izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pemrakarsa melaksanakan penyusunan
Peraturan Menteri Koordinator dimaksud.

Bagian Ketiga
Penyusunan

Pasal 12
Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator
dilakukan oleh Pemrakarsa.
Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan
Menteri  Koordinator, Pemrakarsa  mengajukan



permohonan pembentukan tim penyusun Rancangan
Peraturan Menteri Koordinator kepada Sekretaris
Kementerian Koordinator melalui Kepala Biro Hukum.

(3) Tim penyusun Rancangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian
Koordinator.

(4) Tim Penyusun Rancangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) terdiri atas unsur:

Pemrakarsa;

Kepala Biro Hukum,;

perancang Peraturan Perundang-undangan; dan

unit kerja terkait dengan substansi Rancangan

Peraturan Menteri Koordinator.

(5) Kepala Biro Hukum dan perancang Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf b dan huruf c diikutsertakan untuk
melakukan  penyelarasan  substansi rancangan
Peraturan Menteri Koordinator dan teknik penyusunan
Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Qo oTp

Pasal 13
Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga terkait, ahli
hukum, praktisi, dan/atau akademisi yang menguasai
subtansi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri
Koordinator.

Pasal 14

(1) Tim penyusun menyelenggarakan rapat penyusunan
Rancangan Peraturan Menteri Koordinator untuk
mendapatkan kesepakatan atas substansi rancangan
Peraturan Menteri Koordinator dan teknik penyusunan
Peraturan Perundang-undangan.

(2) Tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (3) harus melaporkan dan meminta arahan dari
pimpinan unit kerja masing-masing mengenai
perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan
Menteri Koordinator.

(3) Dalam hal Rancangan Peraturan Menteri Koordinator
tidak mendapatkan  kesepakatan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Tim Penyusun melalui Kepala
Biro Hukum  melaporkan  kepada = Sekretaris
Kementerian Koordinator untuk meminta arahan atas
substansi rancangan Peraturan Menteri Koordinator.

Pasal 15

Dalam hal substansi Rancangan Peraturan Menteri

Koordinator bersifat:

a. berdampak luas kepada masyarakat;

b. strategis yang mempengaruhi visi, misi, tujuan, arah
kebijakan, sasaran dan rencana strategis Kementerian
Koordinator dan/atau menyebabkan penambahan
keuangan negara; dan/atau



c. lintas sektoral atau berimplikasi luas kepada kinerja
kementerian/lembaga lain,

maka Rancangan Peraturan Menteri Koordinator dibahas

dalam rapat koordinasi tingkat pimpinan tinggi madya

dan/atau rapat koordinasi tingkat menteri untuk

mendapatkan kesepakatan.

Pasal 16

(1) Dalam proses penyusunan rancangan Peraturan
Menteri Koordinator, Pemrakarsa, Biro Hukum,
dan/atau unit kerja terkait menyelenggarakan
konsultasi publik untuk menjaring aspirasi, masukan,
dan tanggapan dari pemangku kepentingan.

(2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilaksanakan melalui publikasi rancangan
Peraturan Menteri Koordinator dalam jaringan
dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 17

(1) Dalam hal rancangan Peraturan Menteri Koordinator
telah dinyatakan sesuai, Kepala Biro Hukum
mengoordinasikan permohonan pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan
Peraturan Menteri Koordinator kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum.

(2) Permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Menteri
Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 18
Tata cara  pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Menteri
Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 19
Dalam hal rancangan Peraturan Menteri Koordinator
dinyatakan telah selesai dilakukan pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi, Kepala Biro Hukum
menyampaikan kepada Pemrakarsa untuk dilanjutkan
dengan pembubuhan paraf koordinasi dan penetapan.

Pasal 20
(1) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator yang telah
selesai dilakukan pengharmonisasian, pembulatan,
dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19, dicetak sebanyak 3 (tiga) rangkap.



(2) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. 1 (satu) rangkap rancangan Peraturan Menteri
Koordinator menggunakan kertas concorde tanpa
kolom paraf koordinasi; dan

b. 2 (dua) rangkap rancangan Peraturan Menteri
Koordinator menggunakan kertas F4 dilengkapi
dengan kolom paraf koordinasi

(3) Paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibubuhkan oleh pejabat sebagai berikut:

Wakil Menteri Koordinator;

Sekretaris Kementerian Koordinator;

pimpinan tinggi madya dari Pemrakarsa;

Kepala Biro Hukum; dan

pimpinan unit kerja terkait.

0 oo

Pasal 21

(1) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator ditetapkan
oleh Menteri Koordinator dengan membubuhkan tanda
tangan.

(2) Dalam hal tanda tangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibubuhkan secara elektronik, penetapan
rancangan Peraturan Menteri Koordinator
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal 22
Peraturan Menteri Koordinator yang telah ditetapkan oleh
Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
diberikan penomoran dan tanggal penetapan Peraturan
Menteri Koordinator oleh unit kerja yang mempunyai tugas
di bidang administrasi dan ketatausahaan di Kementerian
Koordinator.

Bagian Kelima
Pengundangan

Pasal 23

(1) Dalam hal Peraturan Menteri Koordinator telah
diberikan penomoran dan tanggal penetapan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Kepala Biro
Hukum mengoordinasikan permohonan pengundangan
kepada menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum.

(2) Permohonan  pengundangan  Peraturan  Menteri
Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 24
Tata Cara pengundangan Peraturan Menteri Koordinator
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



- 10 -

Pasal 25

Kepala Biro Hukum menyimpan 1 (satu) rangkap naskah asli
Peraturan Menteri Koordinator yang telah diundangkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 1 (satu)
rangkap Peraturan Menteri Koordinator yang telah dibubuhi
paraf koordinasi sebagai arsip.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 26

Penyebarluasan Peraturan Menteri Koordinator yang
telah diundangkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia dilakukan bersama oleh Kepala Biro Hukum
dan Pemrakarsa.
Naskah  Peraturan Menteri Koordinator yang
disebarluaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan salinan naskah yang telah diundangkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Kepala Biro Hukum melakukan penyebarluasan
Peraturan Menteri Koordinator melalui:
a. jaringan dokumentasi dan informasi hukum

Kementerian Koordinator; dan/atau
b. nota dinas kepada Pemrakarsa serta unit kerja

terkait.
BAB III
TATA CARA PEMBENTUKAN KEPUTUSAN MENTERI
KOORDINATOR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27
Pembentukan Keputusan  Menteri  Koordinator
dilakukan dengan tahapan:
a. penyusunan;
b. penetapan; dan
c. penyebarluasan.
Pembentukan Keputusan Menteri  Koordinator
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan
oleh Kepala Biro Hukum.

Pasal 28

Setiap tahapan pembentukan Keputusan Menteri
Koordinator mengikutsertakan perancang Peraturan
Perundang-undangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan
Keputusan Menteri Koordinator dapat
mengikutsertakan pejabat fungsional analis hukum
dan/atau pejabat fungsional lain sesuai dengan
kebutuhan.
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Pasal 29

Materi muatan Keputusan Menteri Koordinator terdiri atas:

a.

o0

5 09

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

penetapan atau perubahan status kepegawaian,
keanggotaan, peristiwa, dan/atau barang milik negara;
penetapan, perubahan, atau pembubaran unit kerja,
kepanitiaan, tim, kelompok kerja, atau satuan tugas;
penetapan pelimpahan kewenangan;

penetapan pemberian penghargaan;

penetapan pedoman atau petunjuk pelaksanaan yang
berlaku secara intenal di lingkungan Kementerian
Koordinator;

penetapan rencara strategis yang berlaku secara internal
di lingkungan Kementerian Koordinator dan/atau antar
kementerian/lembaga;

penetapan peraturan kebijakan; dan/atau

penetapan materi muatan yang diperintahkan oleh
Peraturan Perundang-undangan untuk disusun dalam
bentuk Keputusan Menteri Koordinator.

Bagian Kedua
Penyusunan

Pasal 30
Pemrakarsa menyiapkan Rancangan Keputusan
Menteri Koordinator sesuai tugas dan fungsinya.
Rancangan Keputusan Menteri Koordinator
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Kepala Biro Hukum dengan tembusan kepada
Sekretaris Kementerian Koordinator untuk dilakukan
penyusunan.
Kepala Biro Hukum melakukan analisis terhadap
usulan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2).
Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan terhadap:

a. substansi rancangan Keputusan Menteri
Koordinator; dan

b. teknik penyusunan Keputusan Menteri
Koordinator.

Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) telah dinyatakan sesuai, Kepala Biro Hukum
melaksanakan penyusunan Rancangan Keputusan
Menteri Koordinator.

Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) ditemukan ketidaksesuaian, Kepala Biro
Hukum berkoordinasi dengan Pemrakarsa untuk
melakukan pembahasan.

Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat
melibatkan unit kerja terkait dan/atau
kementerian/lembaga terkait.



- 12 -

Pasal 31

(1) Dalam hal Rancangan Keputusan Menteri Koordinator
mengakibatkan pembebanan keuangan negara, Kepala
Biro Hukum dapat meminta konfirmasi mengenai
ketersediaan anggaran kepada:

a. Pemrakarsa;

b. pimpinan unit kerja yang mempunyai tugas
penyusunan anggaran; dan/atau

c. pimpinan unit kerja yang mempunyai tugas
pengelolaan keuangan.

(2) Dalam hal rancangan Keputusan Menteri Koordinator
membutuhkan pertimbangan khusus, Kepala Biro
Hukum dapat memberikan telaah secara tertulis yang
disampaikan kepada Pemrakrasa dengan tembusan
kepada Sekretaris Kementerian Koordinator.

Bagian Ketiga
Penetapan

Pasal 32
Rancangan Keputusan Menteri Koordinator yang telah
selesai dilakukan penyusunan dilanjutkan dengan
pembubuhan paraf koordinasi dan penetapan.

Pasal 33

(1) Biro Hukum menyiapkan rancangan Keputusan
Menteri Koordinator yang telah disusun untuk dicetak
di kertas concorde dengan lambang garuda emas
sebanyak 1 (satu) rangkap yang dilengkapi lembar
kolom paraf koordinasi.

(2) Biro Hukum menyampaikan rancangan Keputusan
Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) secara tertulis kepada Pemrakarsa untuk
dilanjutkan dengan pembubuhan paraf koordinasi dan
penetapan.

Pasal 34

(1) Pemrakarsa menyampaikan Rancangan Keputusan
Menteri Koordinator untuk mendapatkan paraf
koordinasi dengan disertai nota dinas pengantar dari
pejabat pimpinan tinggi madya kepada Menteri
Koordinator atau pejabat yang diberikan mandat oleh
Menteri Koordinator untuk menetapkan rancangan
Keputusan Menteri Koordinator.

(2) Menteri Koordinator dapat memberikan mandat
kewenangan penandatanganan rancangan Keputusan
Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) atas nama Menteri Koordinator kepada:

a. Wakil Menteri Koordinator; dan
b. Sekretaris Kementerian Koordinator.



(1)

(2)

(3)

-13 -

Pasal 35

Materi muatan rancangan Keputusan Menteri

Koordinator yang ditandatangani oleh Wakil Menteri

Koordinator atas nama  Menteri  Koordinator

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a

terdiri atas:

a. penetapan di bidang sumber daya manusia
aparatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. penetapan, perubahan, atau pembubaran unit kerja
non-struktural, kepanitiaan, tim, kelompok kerja,
atau satuan tugas:

1) beranggotakan jabatan pimpinan tinggi pratama
dan/atau pejabat fungsional ahli utama
kebawah; dan/atau

2) berada dalam lingkup internal Kementerian
Koordinator;

C. penetapan pedoman dan/atau petunjuk
pelaksanaan yang berlaku di internal Kementerian
Koordinator; atau

d. penetapan peraturan kebijakan.

Materi muatan rancangan Keputusan Menteri

Koordinator yang ditandatangani oleh Sekretaris

Kementerian  Koordinator atas nama  Menteri

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

ayat (2) huruf b terdiri atas:

a. penetapan di bidang sumber daya manusia
aparatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. penetapan atau perubahan status barang milik
negara sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan; atau

c. penetapan atau perubahan tim atau pejabat yang
bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan
dan/atau penyusunan anggaran.

Menteri Koordinator tidak dapat memberikan mandat

wewenang penandatanganan kepada Wakil Menteri

Koordinator atau Sekretaris Kementerian Koordinator

dalam hal materi muatan Keputusan Menteri

Koordinator terdiri atas:

a. penetapan, perubahan, atau pembubaran unit kerja
non-struktural, kepanitiaan, tim, kelompok kerja,
atau satuan tugas:

1) dengan pengarah Menteri Koordinator;

2) lingkup antar kementerian/lembaga; dan/atau

b. penetapan pelimpahan kewenangan;

c. penetapan pemberian penghargaan  kecuali
ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan,;

d. penetapan rencana strategis yang bersifat strategis
dan lingkup kementerian/lembaga; dan/atau

e. penetapan materi muatan yang diperintahkan oleh
Peraturan perundang-undangan untuk disusun
dalam bentuk Keputusan Menteri Koordinator.
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Pasal 36

(1) Pada rancangan Keputusan Menteri yang akan
ditetapkan oleh Menteri Koordinator, pejabat yang
membutuhkan paraf koordinasi terdiri atas:

Wakil Menteri Koordinator;

Sekretaris Kementerian Koordinator;

pimpinan tinggi madya pada Pemrakarsa;

Kepala Biro Hukum; dan
e. pimpinan unit kerja terkait.

(2) Pada rancangan Keputusan Menteri Koordinator yang
akan ditetapkan oleh Wakil Menteri Koordinator atas
nama Menteri Koordinator, pejabat yang
membubuhkan paraf koordinasi terdiri atas:

a. Sekretaris Kementerian Koordinator;

b. pimpinan tinggi madya pada Pemrakarsa;
c. Kepala Biro Hukum; dan

d. pimpinan unit kerja terkait.

(3) Pada rancangan Keputusan Menteri Koordinator yang
akan ditetapkan oleh  Sekretaris Kementerian
Koordinator atas nama Menteri Koordinator, pejabat
yang membubuhkan paraf koordinasi terdiri atas:

a. pimpinan tinggi madya pada Pemrakarsa;
b. Kepala Biro Hukum; dan
c. pimpinan unit kerja terkait.

Qo op

Pasal 37
Rancangan Keputusan Menteri Koordinator yang telah
dibubuhkan paraf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 ditetapkan oleh Menteri Koordinator atau pejabat
yang diberikan mandat oleh Menteri Koordinator dengan
membubuhkan tanda tangan.

Pasal 38
Dalam hal penetapan Keputusan Menteri Koordinator
dilaksanakan secara elektronik, tata cara penetapan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 39
Keputusan Menteri Koordinator yang telah ditetapkan,
diberikan penomoran dan tanggal penetapan Keputusan
Menteri Koordinator oleh unit kerja yang mempunyai tugas
di bidang administrasi dan ketatausahaan di Kementerian
Koordinator.

Bagian Keempat
Penyebarluasan

Pasal 40
Dalam hal Keputusan Menteri Koordinator telah diberikan
penomoran dan tanggal penetapan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39, Biro Hukum atau Biro yang mempunyai
tugas pengelolaan sumber daya manusia membuat salinan
Keputusan Menteri Koordinator sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.
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Pasal 41
Biro Hukum menyimpan 1 (satu) rangkap naskah asli
Keputusan Menteri Koordinator dan lembaran paraf
koordinasi sebagai arsip.

Pasal 42

(1) Penyebarluasan Keputusan Menteri Koordinator
dilakukan bersama oleh Kepala Biro Hukum dan
Pemrakarsa.

(2) Naskah Keputusan Menteri Koordinator yang
disebarluaskan harus merupakan Salinan.

(3) Kepala Biro Hukum melakukan penyebarluasan
Keputusan Menteri Koordinator melalui:
a. jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

dan/atau
b. nota dinas kepada Pemrakarsa dan/atau yang
bersangkutan.
(4) Penyebarluasan salinan Keputusan Menteri

Koordinator dalam jaringan dokumentasi dan informasi
hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
dilakukan setelah mendapatkan telaah dari perancang
Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
TATA CARA PEMBENTUKAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
KEMENTERIAN KOORDINATOR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43

(1) Pembentukan Keputusan Sekretaris Kementerian
Koordinator dilakukan dengan tahapan:
a. penyusunan;
b. penetapan; dan
c. penyebarluasan

(2) Pembentukan Keputusan Sekretaris Kementerian
Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikoordinasikan oleh Kepala Biro Hukum.

Pasal 44

(1) Setiap tahapan pembentukan Keputusan Sekretaris
Kementerian Koordinator mengikutsertakan perancang
Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan
Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator dapat
mengikutsertakan pejabat fungsional analis hukum
dan/atau pejabat fungsional lain sesuai dengan
kebutuhan.
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Pasal 45

Materi muatan Keputusan Sekretaris Kementerian

Koordinator terdiri atas penetapan:

a. perubahan atau pembubaran unit kerja nonstruktual,
kepanitiaan, tim, kelompok kerja, atau satuan tugas
yang berlaku secara internal di lingkungan Kementerian
Koordinator;

b. materi muatan yang wewenangnya didelegasikan Menteri
Koordinator kepada Sekretaris Kementerian Koordinator;
dan/atau

c. materi muatan yang diperintahkan oleh Peraturan
Perundang-undangan untuk disusun dalam bentuk
Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator.

Bagian Kedua
Penyusunan

Pasal 46
Ketentuan mengenai penyusunan Keputusan Menteri
Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai
dengan Pasal 31 berlaku secara mutatis mutandis terhadap
penyusunan Keputusan Sekretaris Kementerian
Koordinator.

Bagian Ketiga
Penetapan

Pasal 47
Rancangan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator
yang telah selesai disusun sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46 dilanjutkan dengan pembubuhan paraf koordinasi
dan penetapan.

Pasal 48

(1) Biro Hukum menyiapkan Rancangan Keputusan
Sekretaris Kementerian Koordinator yang telah disusun
untuk dicetak di kertas F4 dengan logo Kementerian
Koordinator emas sebanyak 1 (satu) rangkap yang
dilengkapi lembar kolom paraf koordinasi.

(2) Biro Hukum menyampaikan rancangan Keputusan
Sekretaris Kementerian Koordinator sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada
Pemrakarsa untuk dilanjutkan dengan pembubuhan
paraf koordinasi dan penetapan.

Pasal 49
(1) Pemrakarsa menyampaikan rancangan Keputusan
Sekretaris Kementerian Koordinator untuk

mendapatkan paraf koordinasi dengan disertai nota
dinas pengantar dari pejabat pimpinan tinggi madya
pada Pemrakarsa.

(2) Pada rancangan Keputusan Sekretaris Kementerian
Koordinator, pejabat yang membubuhkan paraf
koordinasi terdiri atas:

a. pejabat pimpinan tinggi madya pada Pemrakarsa;
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b. Kepala Biro Hukum; dan
c. pimpinan unit kerja terkait.

Pasal 50

(1) Rancangan  Keputusan  Sekretaris Kementerian
Koordinator yang telah dibubukan paraf koordinasi
ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator
dengan membubuhkan tanda tangan.

(2) Dalam  hal penetapan Keputusan  Sekretaris
Kementerian  Koordinator  dilaksanakan  secara
elektronik, tata cara penetapan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 51
Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator yang telah
ditetapkan, diberikan penomoran dan tanggal penetapan
Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator oleh unit
kerja yang mempunyai tugas di bidang administrasi dan
ketatausahaan di Kementerian Koordinator.

Bagian Keempat
Penyebarluasan

Pasal 52
Dalam hal Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator
telah diberikan penomoran dan tanggal penetapan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Biro Hukum
membuat salinan Keputusan Sekretaris Kementerian
Koordinator sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Pasal 53
Biro Hukum menyimpan 1 (satu) rangkap naskah asli
Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator dan
lembaran paraf koordinasi sebagai arsip.

Pasal 54

(1) Penyebarluasan Keputusan Sekretaris Kementerian
Koordinator dilakukan bersama oleh Kepala Biro
Hukum dan Pemrakarsa.

(2) Naskah Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator
yang disebarluaskan harus merupakan Salinan.

(3) Kepala Biro Hukum melakukan penyebarluasan
Keputusan  Sekretaris Kementerian  Koordinator

melalui:

a. jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
dan/atau

b. nota dinas kepada Pemrakarsa dan/atau yang
bersangkutan.

(4) Penyebarluasan  salinan  Keputusan  Sekretaris
Kementerian Koordinator dalam jaringan dokumentasi
dan informasi hukum sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a dilakukan setelah mendapatkan telaah
dari perancang Peraturan Perundang-undangan.
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BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 55

(1) Pelaksanaan atas Peraturan Menteri Koordinator
dilakukan evaluasi oleh Biro Hukum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan berdasarkan usulan dari Pemrakarsa.

(3) Berdasarkan usulan dari Pemrakarsa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Biro Hukum melakukan
evaluasi dengan mengikutsertakan Pemrakarsa
dan/atau pihak lain yang terkait untuk menghasilkan
rekomendasi.

(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan
kebijakan di lingkungan Kementerian Koordinator.

BAB VI
TEKNIK DAN FORMAT PERATURAN MENTERI
KOORDINATOR, KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR,
DAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
KOORDINATOR

Pasal 56
Rancangan Peraturan Menteri Koordinator, Keputusan
Menteri Koordinator, dan Keputusan Sekretaris Kementerian
Koordinator disusun sesuai teknik penyusunan Peraturan
Perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 57
Format Peraturan Menteri Koordinator, Keputusan Menteri
Koordinator, dan Keputusan Sekretaris Kementerian
Koordinator tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri
Koordinator ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58
Tata cara pembentukan keputusan selain Keputusan
Menteri Koordinator dan Keputusan Sekretaris Kementerian
Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Menteri Koordinator ini, pembentukannya dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59
Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku,
Rancangan Peraturan Menteri Koordinator, Keputusan
Menteri Koordinator, dan Keputusan Sekretaris Kementerian
Koordinator yang sedang dalam proses penetapan tetap
dilaksanakan pembentukannya berdasarkan Peraturan
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
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Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan
Peraturan Menteri Koordinator, Keputusan Menteri
Koordinator, dan Keputusan Sekretaris Kementerian
Koordinator di Kementerian Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan sampai dengan Rancangan
Peraturan Menteri Koordinator, Keputusan Menteri
Koordinator, dan Keputusan Sekretaris Kementerian
Koordinator tersebut ditetapkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku,
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator, Keputusan
Menteri Koordinator, dan Keputusan Sekretaris Kementerian
Koordinator di Kementerian Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 909), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 61
Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2025

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

0

BUDI GUNAWAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2025
DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

<#Kuuumnnsn

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 379
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN
MENTERI KOORDINATOR, KEPUTUSAN
MENTERI KOORDINATOR, DAN KEPUTUSAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR
DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
POLITIK DAN KEAMANAN

FORMAT PERATURAN MENTERI KOORDINATOR,

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR, DAN KEPUTUSAN SEKRETARIS

KEMENTERIAN KOORDINATOR

DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN

A. Ketentuan Umum

1.

Naskah Peraturan Menteri Koordinator, Keputusan Menteri
Koordinator, dan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator
diketik dengan jenis huruf Bookman Old Style, huruf 12 diatas
kertas ukuran (paper size) F4 dengan custom size:

a) lebar (width) : 21 sentimeter; dan
b) panjang (height) : 33 sentimeter.
Margin:
a) atas (top) : 3 sentimeter margin atas + 5
sentimeter untuk logo = 8
sentimeter (untuk halaman 1)
b) bawah (bottom) . 2,5 sentimeter
c) kiri (left) ;2,5 sentimeter
d) kanan (right) : 2,5 sentimeter
Seluruh line spacing yang digunakan 1 (satu) dengan spasi:
a) Before : 0 pt
b) After : 0 pt

Untuk margin, line spacing, dan ukuran huruf pada Lampiran yang
didalamnya berbentuk tabel atau gambar dapat disesuaikan dengan
kebutuhan.

Pencantuman nomor halaman 2 dan seterusnya pada naskah
Peraturan Menteri Koordinator, Keputusan Menteri Koordinator,
dan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator dicantumkan
di bagian atas tengah dengan didahului dan diakhiri tanda baca (-)
serta diberi jarak 1 (satu) spasi.

Nomor halaman untuk Lampiran pada Peraturan Menteri
Koordinator, Keputusan Menteri Koordinator, dan Keputusan
Sekretaris Kementerian Koordinator melanjutkan nomor halaman
dari naskah utama pada Peraturan Menteri Koordinator, Keputusan
Menteri Koordinator, dan Keputusan Sekretaris Kementerian
Koordinator.

Penggunaan lambang garuda emas untuk Peraturan Menteri
Koordinator dan Keputusan Menteri Koordinator hanya pada
halaman 1 (pertama) untuk halaman 2 (dua) dan seterusnya hingga
Lampiran tidak menggunakan lambang.
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11.
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Keputusan Menteri Koordinator yang ditandatangani oleh Wakil
Menteri Koordinator atau Sekretaris Kementerian Koordinator atas
nama Menteri Koordinator menggunakan lambang garuda emas dan
tulisan emas Kementerian Koordinator Bidang Politik dan
Keamanan.

Penggunaan logo Kementerian Koordinator emas untuk Keputusan
Sekretaris Kementerian Koordinator hanya pada halaman 1
(pertama) untuk halaman 2 (dua) dan seterusnya hingga Lampiran
tidak menggunakan logo.

Logo Kementerian Koordinator emas sebagaimana dimaksud pada
angka 9 merupakan logo resmi Kementerian Koordinator yang
ditetapkan oleh Menteri Koordinator.

Penandatanganan penetapan Peraturan Menteri Koordinator,
Keputusan Menteri Koordinator, dan Keputusan Sekretaris
Kementerian Koordinator hanya mencantumkan nama lengkap
pejabat tanpa disertai gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk
pegawai/nomor registrasi pusat.

Format terdiri atas:

1.
2.
3.

Format Peraturan Menteri Koordinator;

Format Keputusan Menteri Koordinator;

Format Keputusan Menteri Koordinator atas nama Menteri
Koordinator yang ditandatangani oleh Wakil Menteri Koordinator;
Format Keputusan Menteri Koordinator atas nama Menteri
Koordinator yang ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian
Koordinator;

Format Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator; dan
Format analisis substantif atas usulan penyusunan rancangan
Peraturan Menteri Koordinator.
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Momor ..., Tambshan Lembsran Negara Eepublik
Indones=ia Nomeor .. [3)

2. Peraturan Pemerintsh Momor ... Talmn ... tentang
______ [Lembaran Megara Fepubhlk Ihdonesia Talun )
Momor ..., Tambshan Lembsran Negara Fepublikc
Indones=ia Nomor ..__] [}

3. Peratursn Presiden Nomor .... Talun ... tentang
Orgamisasi Kementerian Negara [Lembaran Negara
Fepublik Indonesiz Tehun ... Nomor.....] ;]

4.  Peraturan Menteri . Nomer ... Tahun ... tentang ...
[Berita Megsra Fepublik Indonesia Tahun..
Nomor.. AL} o

~ '1::ml:v:r
imm secem MEMUTUSEAN [:)

————
Menetaplean . PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG FOLITIE,
DAN EEAMANAN TENTANG ... ]

1 X enfter
BABI
EETENTUAN ULIULL
1 X enier
Pa=zzl 1
P ]]E]alsmpmhmhimt&rii:ﬁjmlgdjmaksuddangmz

—_—————
=]
i
H
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|
|
. | 3. .| HNomeor Halsmaar
Miarqmm stas S cm | il
|
|
1
Pa=al 2
------------ 'l:tmnar
BAEII -
1 X enier
Bzgian Kezami™
............ -
o » 1 X Gnter
25cm Paragraf1l *
............ -
1 X enier
Passl 3 *
T A
| TR
E25cm B e eieaeemeem e aee—n.——————————
alfSem .
B e
1) FE et e m e e e e e
P
b Csem
S | %t .......................... —————
. s I y
EEE‘_H - 0,75 cm 1 X enter ﬂiﬁ
= = O B...'!EB o Zicom
EETENTUAN FENUTUP
1 X enier
— +Peraturan Menteri Koordmstor i mmlai berlalu pads
iScom tanggal dndsnglkan
Margin Eamal 3.5

_————y
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T
: - | Homor Halaman
Miargin stac 5 cm | - -
|
|
% Agar ‘ setiap orang mengetslminya, memerntahlean
25am pengundsngan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan
penempatantnya dalam Berita Negars Fepublilks Indonesia.
Ix entar
Ditetaplean di Jakarts
pads tangssl .

Il X BATET
MENRTEFI KOORDINATOR
BIDANG POLITIE DAN EEANANAN

EEPUELIE ]
3% antar
I [MAMA PEJABAT)
1x extar
Diundanglen di Jalkarts
pads tangeal ...
1x entar
DIREETUR JENDEE?
FERATURAN PEEUNDANG-TINDANGAN
————— S EMENTERIAN HUELIM FEEFUELIE INDONESIAL) ==
Biargin ior Margrn

i

[NAMA PEJABAT)

I antar

BEFITA NEGS FEPUELIE INDOWESIA TAHUN ... NOMOR ...

Margin Eawah 2 5

—————
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T 1
|
. | FORMAT PENJELASAN PERMENHO
Mergn stag 3 cm | T
| |
: Lambang Farda Hitam Putl I
- - I
A & cm
n |
% |
|
Ex antar I
I
I
|
|
*PENJELASAN ATAS 4 T
FERATURAN MENTEFI KOORDINATORE |
BIDANG POLITIE DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA |
NOMOER _.. TAHUN ... }
TENTANG |
I'JUDUL PERATURAN MENTERI KOORDINATOE] "
1: cm 1% Gnter
I UTRIURL
(1.5 mp .............................................................................................
e e ] e oo n e mmmmmn mm i i e e e e e . e i
Afargin lddi lem le -1 L,
2sem 1L PASAL DEMIPASAL .
1x enter T Eanarn
Pasal 1 } 25w
T Culup Jela=z |
1x antar |
Passal 2 i
= fyat (1] |
L5cm T 5o Culup Jelas |
Afat (2) }
Yang dimslksud dengan “..." adalah . |
le RETET I
Passl 3 |
Ayat (1] |
-'ThHumf a |
' Teom - Cukup Jelas |
St b 1
HEog ang dimalesud dengan “..." adalah ...
Ayat (2]
- Culoap Jelas
1% GrTeT
Pasal 4

Yang dimaksud dengan “..." adsalah ...

I.Ex SLLIET

TAMBAHAN BERITA NEGAFA FEEFUBLIE INDONESIA NOMOE ...
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T
I - .| MWomor Halamamn
MeErgin stas 3 cm [ o "
I
| FORMAT LAMPIRAN PERMENEOQ
! LAMPIEAI 1
PERATUERAN MENTEFI KOORDINATOR |
BIDANG POLITIE DAN KEEARMANAN |
FEPFUEBLIE INDONESIA i
NOMOE ... TAHUN ... I
TENTANG I
.......................................... |
l:: sntss I
JUDUL LAMPIFAN I
1 x emter IEE!.:i. 10
ISI LAMPIRAN I
..................................................... |
L i
s |
= [
o lISem |
B e e |
bERISEm e |
S |
B e |
,:.} T | -
l hlsvain
I x amter Karmarm
2.5cm

MENTE CORDINATOR
EBIDANG POLITIE DAN EEAMANAN

REPUBLIK [NDONESIA( |

IX ERIeT

NAMA PEJABAT)



027 -

B.2. Format Keputusan Menteri Koordinator;

I |
| |
I
Margin atas 3 cm | w |
I T : |
| s , 25 cm |
I
T4 a i I 2cm
IEcm —emememimeme |
KEMENTERIAN HOORDINATOR |
BIDANG POLITIE DAN EEAMANAN |
REPFUHLIK INDONESIA Ex anter |
I
I
I
I
i
KEPUTUSAN MENTEFI KOOFDINATOR T
EIDANG POLITIE DAN KEARMANAN I
REPUELIK INDONESIA | Zpasi:
MOMOE ... TAHUN ... |
TENTANG |
..................................... +
1 = anber
MENTEEI EQOOEDINATOE BIDANG POLITIE DAN ANAN
EEFUELIE INDONESIA,
o= c—'—':_:f 4fscom ]; x anter
Menimbang a bahwa ... ... i
b. bahwa ... N —
—_————— c. bahwa berdassrksn pertimbangsn sebagaimana
Margin kiri dimaksud dslam huraf a2 dan huraf b, perlu
2.5 cm menstapkan Keputuzan Menter: Koordinator Bidang
Politikz dan Keamanan tentans ... f;l
" gz 2.5 om Liscm 1x anibar
Mengingat Y Undang-Undang Nomeor ... Tahun . .7 tentang ...

4 cm 0,5 cm

[Lembaran Negara Fepublik Indonesia Tshun ...
MNomor ..., Tambahan Lembaran Negara Fepubll
Indonesia Nomor .. ;]

Peratursn Pemerintsh Nomor ... Tehun ... tentang
...... (Lembaran Negara Fepublhlk Indonesia Tahun ...
MNomor ..., Tambahan Lembaran Negara Fepubll
Indonesia Nomor ... Izl

Peraturan Presiden Nomor ... Tahun ... tentang
Organizsasi Kementerian Negpara (Lembaran Negara
Fepublik Indonesia Tehun ... Nomor.....) (;]
Peraturan Menteri... Nomor ... Tehun ... tentang ...
[Berita Negara FEepublik Indonesia Tahun...
Nomor..i;]

1l X antar

MEMUTUSKAN (-]

| ———
Menestapkan * KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIE,

HUEUM, DAN KEAMANAN TENTANG ... ... [}
‘—;3_1-_1:: — 1 x enter
KESATU e ' S I
1 X snter |
KEDUA D e (: |
B oo N | Zp=si:
b, e ;] dan I
| oe—oIsmm ) |
2 cm o5 cm : I R |
4
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I
| 3o .| Momor Halamarn
Margin ataz 3 cm | "
|
Zem o5 cm !
— l
KEEMPAT D e e -
Bl e eee e an e
prlizem
1)
pfiiBem L
b 075 em
W) s em
2 ...
Il X snter
FELIMA Tim/Desle ......... sebagaimana dimaksud dslam Dilcbum
EESATU bertugss selama 1 [zatu) Tahun Anggaran/...
bulan terhitung mulai dar tanggal ... sampai dengan
tangeal (]
1 x amter
EEEMAM Segals bizya yang diperlukan bagn pelakzansan tagss
Tim/Desle  ........ dibebankan pada Daftsr Izian
Pelalsanasn Angparan(/TIPA Kementerian Koordinator
Bidang Polifik, dan Keamanan Tahun Anggaran . [.]
1 x amter
EETUJUH Pada zaat Keputussn Menteri Koordinator ind mulsd berlalo,

~:ow KEDELAPAN -

Margin Eswah 2 5

o —

Eeputaszan Menteri Koordmator Nomor ... Talun ... tentang
.., dicabut dem dinyatalan tidsk berlslof) (Apabila ado
HEepufusan yang akan dicabud)

1 X snter Marem
Eeputuzan Menterni .... i mulal berlalm pada tanggal fenan
ditetaplkan sampeal dengan tangeal .||
Apabila berlabo surudt, maka bunyt penutup yoif:
Keputusan Menfert ... i mulog berlaku poda to 1

ditefapkon dan berlaku surd mudat deart fo ] ... sampai
dengan fanggal ... (]

s
Salinan Keputuszan ini disampai kepada:
S I:]
20 e H|
K T ;] dan
4. i-1

-—

1lcm

_— X Enter

Ditetaplkan di Jalkarta
pads tanegesl ... ‘[
1 x enter

MENTERI EQORDINATOR
BIDANG POLITIE DAN EEAMANAT
FEFUEBLIE INDONESIA

2X AT

(HAMA PEJABAT)
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T
|
. | 3 | MNomor Halaman

Marpin atas 3 cm |

I

|

.I.
LAMFIRAN T
KEEPUTUSAN MENTEERI KOORDINATOERE I
EBIDANG POLITIE DAN KEARANAN |
EEPUELIE INDONESIA |
NOMOE ... TAHUM ... |
TENTANG |
.......................................... I
I-:“:t anter I
JUDUL LAMPIRAN I

1 x exter I Spaci
ISI LAMPIFEAN |
..................................................... |
O i
————— R e |
Rfargin dri E- ................................................... I
25 ecm B I
TS em |
B e s |
bErdSem . I
1 T,
D T }
:.} R g I —————
................................ l .
Z X anter Kanan
2.5 cm

Margin Eawah 2 5

—_————

MENTE CDORDINATOR
BIDANG POLITIE DAN EEAMANAN

REPUBLIK [NDONESIA()

2X AT

{NAMA PEJABAT)
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B.3. Format Keputusan Menteri Koordinator atas nama Menteri Koordinator
yang ditandatangani oleh Wakil Menteri Koordinator

Margin atas 3 cm LAMEANS CARUDA ERMAS

i
e i
] _
% j <,5 COL
1
]
F !
i

|
|
|
|
|
I
I
L

|
I
|
I
I
I
I
I
I 2 cm
ZFem _ |
HEMENTERIAN KOORDINATOR |
BIDANG POLITIK DAN EEAMANAN | oo oreor |
REPFUELIK INDDNESIA - I
|
I
I
) I
EEPUTUSAN MENTEEI EQOORDINATOR i 7
EBIDANG POLITIE DAN EEAMANAN |
REPUELIK INDONESIA } _
NOMOE ... TAHUN ... |
TENTANG |
..................................... +
1l x anter
MENTEEI EOOREDINATORE BIDANG POLITIE DAN ANAN
EEPUEBLIE [NDONESIA,
. im ssmone o
Menimbang : a  bahwa ... (K]
b. bahws ... [:1 —————
—_————— c. bahwa berdassrksn pertimbangan =sebagaimana
Mergin Kiri dimakszud dslam hwraf a2 dan huraf b, perlu ::;:E:;
25 cm menetaplkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang 25 em

- om C_'_.im Sotem 1x antar

Mengingat - 1. TUndang-Undang Nomor ... Tghun ...# tentang ......
[Lembaran Negara Fepublik Indonesia Tahun ...
Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Fepubll]
Indonesia Nomor ....) (;]

2. Peratursn Pemerintzh Nomor ... Tahun ... tentang
...... (Lembaran Negara Fepublik Indonesia Tahun ...
Homor ..., Tambahan Lembaran Negara Fepublikc
Indonesia Nomor ...... I ;]

3. Peraturan Presiden Nomor .... Tashun ... tentang
Organizs=si Kementerian Megara (Lembaran Negara
Fepublik Indeonesia Tahun ... Komor.....] [;)

4. Peraturan Menteri... Nomor ... Tahun ... tentans ...
[Berita MNegarz Eepublk Indomesia Tahun...

Politik dan Keamanan tentang ............ f;|

Momeor.._ ;]
1 x amter
L e MEMUTUSEAN |-)
Menstapksn : EKEPUTUSAN MENTERI KOCORDINATOR BIDANG POLITIE,
DAN EEAMANAN TENTANG ... (-]
2 cm o5 cm
P e M 1 x amter
KESATU e I
1 x amter I
KEDUA L e e e e B |
- I I5] | Spesi:
b, (;] dan |
_ goe»@isom g I
3 cm o5 cm I
—F I 1l X antar
EETIGA & oo i) +
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|
|
) | a3 .| Momor Halaman
Kargin atas 3 cm 1 *
|
|
3 cm 0.5 cm I
HEEMPAT RS ]
PGS T
| [
o wLifem
B
b faem
*é] TS
1 x amter
HELIMA : Tim/Desk I ..... sebagaimana dimalksud dslam Dilctum

EESATU bertuzas selama 1 [zatu] Tahun Angsaran/...
bulan terhitung mulai dari tangsgsl ... sampal dengan

tanggal ..
1 x amter
EEENANM : Segals biaya yang diperlukan bag pelaksanszan tugss
Tim/Desle ........ dibebankan pada Daftar Isian

Pelaksanaan Angesran /DIPA Kementerian Hoordinator
Eidang Polijik, dan Keamanan Tahun Anszaran ...[.]
1x emier
KETUJUH :  Pads saat Keputusan Menteri Eoordinator ind mulsd berlalo
Eeputazan Mentenn Foordmator Nomeor ... Talun ... tentang
<.y dicsbut dan dinyatskan tdak berlalmf) Apabila ado

4 Keputusan yang akan dicabud) b I
o 1 x enter Maran
H:i% FEDELAPAN : EKeputusan Menteri ... 1 muls: berlabu pads tansgsal  Ezzen
— ditetaplan sampsi dengan tangsal .|| Z5cm
Apakbila berlaku surut, mako buny penutue yoif:
Kemifusan Menferi ... ini mulon berlaku poda fo 1

ditctapkan dan berlala surnd mulm darm i ! ... zampai
dengan fanggal ... ||

3.5 cm EJL;;QTJL::
Salinan Keputusan 1m disampai kepada:
Lo s H]
20 e |
K. TR (;] dan
P il
—
lcm

—_— I ENTET
Ditetaplean di Jakarta

padsa tanggal ...
1l x erter
en. MENTEEI KDORDII‘-.'&TGL

EIDANG POLITIE DAN EEAMANAN
FEPUBLIK INDONESIA

WAKIL MENTER] KOOEDINATOR,|

X Sniur

(NAMA PEJAEAT)

Margin Esweh I 5

—————
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1
[
Margin atas 3 cm : 3. .| Momor Halamamn
|
|
1
LAMPIRAN T
KEPUTUSAN MENTERI KEOORDINATOR }
BIDANG POLITIE DAN KEAMANAN |
FEPUBLIK INDONESLA |
NOMOR . TAHUN .. |
TENTANG |
.......................................... |
I-.:-:: srtEr I
JUDUL LAMFIRAN }
1 x arter | Spasi 10
181 LAMPIRAN |
..................................................... I
Llem =000 T oessesssssssssssessemesssseses e I
————— e |
Ty el =ty B = USSP |
2.5 cm B |
S e |
B e |
peLiSem |
S |
aldSem |
;.} i1 - [ SR
................................ l .
2 X enter Eamar
an L-IE.lTEEI KOORDINATOR iscm

Margin Eawah 3 5

————

BIDANG POLITIE DAN EEAMANAN
R_EPUE[.IK INDONESIA

WAKIL MENTEFRI EQORDINATQR[ |

(NAMA lmﬁﬂm
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B.4. Format Keputusan Menteri Koordinator atas nama Menteri Koordinator

yang ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian Koordinator

Margin ataz 5 cm

|
|
|
|
|
|
|
|
| S cm
Z2cm _ .. I
EEMENTERIAN HOORDINATOR |
BIDANG POLITIK DAN EEAMANAN [ — |
REFUBLIK INDONESIA - I
|
|
|
) |
EEPUTUSAN MENTEEI KOOREDINATOR LT
EBIDANG POLITIE DAN KEAMANAN |
REPUBLIK INDONESIA } _
NOMOFE ... TAHUN ... |
TENTARG [
..................................... +
1l X smier
MENTEEI EQOREDINATOE BIDANG POLITIE DAN ANAN
FEPUELIK INDONESILA,
B fem C:,_;m D75 em I x anter
Menimbang : a bahwa ... (]
b. bahws ... 51 —
———— — g ¢. bahwa berdassrkan perbmbanegsn sebagaimanal
Mergin wiri dimaksnd dalam bhuraf a2 dan huraf b, perlu
25 cm menetaplan Keputuszan Menteri Koordinator Bidang
Politik dan Keamanan tentang ............ f;|
32 cm 2,5cm OUTE cn
" — s 1k antar
Lengingat © 1. Undang-Undang Nomor ... Tshun ..* tentang ......

[Lembaran Negara Fepublilk Indonesia Tahun ...
Momer ..., Tambahan Lembaran MNegara Fepublilc
Indonesia Nomer ... (3]

2. Peraturan Pemermmtsh Nomeor ... Tashun ... tentang
...... (Lembaran Negara Fepublik Indonesia Tahun ...
MNomor ..., Tambahan Lembaran Megara Eepublik
Indonesia Nomor ... I ;]

3. Peraturan Presidem MNomor .... Tshun ... tentang
Organizssi Eementerian MNegara (Lembaran MNegara
Fepublik Indonesia Tehun .... Nomor.....] [;)

4. Peraturan Menteri... Homor ... Tahun ... tentang ...
[Berita DNegarz Eepublk Indomesia Tahun...

Nomor....]i;]
1 x anter
| #o= oscm MEMUTUSEAN ()
Menetaplkasn : EKEPUTUSAN MENTERI KOOEDINATOR BIDANG POLITIE,
HUEUM, DAN KEEAMANAN TENTANG ... .. [}
3 cm o5 cm
e 1 % anter
KESATU e (. I
1 X smter I
EEDUA . s |
=T (H] | Spariio
b. oo ;) dan |
g e>@iEom g, I
Z cm o5 cm I
% I 1 % anter
KETIGA ¢ o () +

— e — — =]




2 cm

e
KEEMPAT

KELIMA

FEENAM

EETUJUH

R

Mergin Kl pPDELAPAN -

2,5cm

E
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|
|
: 3. .| Momor Halaman
|
|
!
.................................... (]
pesiisem T
1) i
oy ifsem L
P
}%3 SRR
1 x anter
Tim/Deslk ......... zebagaimana dimak=ud dalam Dilctam

EESATU bertugzs selama 1 [zatu] Tahun Angzaran/...
bulan terhitunmg mulai dari tangsal ... sampai dengan
tanggsl ..}

1 x amter
Segals biaya yang diperlulkan bag pelaksansan tugss
Tim/Deslt ........ dibebankan pada Daftar Isian
Pelakssnasn Angepsran/DIPA Kementerian Keoordinator
Bidang Polifils, dan Kesmanan Tahun Anggaran .|

1 x anter
Pada =zast Keputusan Menten Foordimator i mul=n berlalar
HEeputiuzan Menternn Koordmator Nomor ... Tahun ... tentang
..., dicabut dem dimyatslan tidak berlalm|| @Apobda ado
Keputusan yang akan dicabud] —————

Il % anter Mlariin

Eeputusan Menteri ... ini mulai berlalu pads tangsgal  E=zmen
ditetaplan sampsal dengan tanggal .||
Apakbila berlakw surnet, mako bunyt penutup yoif:
Keputusan Menferi ... imi mulon berlaku poda fo i

ditefapkan dan berlaku sund mulas darn tanggal ... sampal
dengan fanggal ... (]

i

! 1 x anter
Salinan Keputuzan nu dizampsl kepada:

Folaba =
o
B

Ditetaplean di Jalkarta
padsa tangeal ...

Im
an. MENTEFI KOOEDINATOR
BIDANG POLITIEK DAN KEAMANAN
FEPUELIK INDONESIA
SEEFETAFIS EEMENTERIAN KOOFDINATOR ()

Ex antar
[HAMA PEJABA
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T
|
Mearein atax 3 cm : 3. .| MNomor Halamarn
|
|
!
LAMPIEAN T
EEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR }
BIDANG POLITIE DAN KEAMANAN i
FEPUELIE INDONESIA |
NOMOR . TAHUN .. |
TENTANG |
.......................................... |
1-.:;: [y -y I
JUDUL LAMPIRAN }
1 x anter | Spal 1,0
151 LAMPIRAN |
_____________________________________________________ |
Lem e I
————— e |
Afargin =i B ................................................... |
a,5cm -,—_;0-?5- ........................................ |
T |
B e |
bl dsem e |
1] e |
op*BdSem }
:.} R s | ——— ——
.. —— ........................._....J l .
ixenter Eaman
an. MENTERI KOORDINATOR d5em

BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN
FEPUELIK INDONESIA
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR] )

Jx EnTer
(NAMA PEJABA

Margin Eawah I35

R ——
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B.5. Format Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator

I
I
I
Margin atas 3 cm |
I
I
|
-

o
i
B

2T M= =
HEMENRTERIAN KHOORDINATOR
BIDANG POLITIE DAN KEAMANAN
REPUELIK INDONESIA

EEPFUTUSAN SEERETARIS FEMENTERIAN }{DDFDIH;’LTG#
BIDANG POLITIE DAN KEAMANAN
REPUBLIE INDONESIA

TERTANG

T

I

I
NOMOER ... TAHUN ... I Spasi 1,0

I

+

1l X antar

SEEFETAFIS KEMENTERIAN }{DDFDIN.LGR
EBIDANG POLITIE DAN KEAMANAN
FEFUELIK INDONESIA,

Zem S5em o7Ecm ixenter
-—
Mermmbang a balwa ... il
b, bahwa ... Iz —
—_————— c. bahwas berdasarkan perbmbangsn sebagaimanal
Margin kiri dimaksnd dalam huraf a dan huraf b, perlu
25mm menstapkan Heputuzan Menteri Koordinator Bidang
Politik dan Keamanan tentang ... (;]
e ism 0TS cm le-nn:ur
Menzingat : 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun #. tentang ...
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .
MNomer .., Tambahan Lembaran Negara Fepubll
Indonesia Nomer .. (3]
2. Peratursn Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang ...
[Lembaran Negara Eepublik Indonesia Tahun ...
HNomer ..., Tambahan Lembaran Negara Fepublhlk
Indonesia Nomear ...) (;]
3. Peraturan Presiden Nomor ... Tahun ... tentang ...
[Lembaran MNegara Fepublik Indonesia Tahun
Momer ... [;)
4. Peraturan Menteri... Nomor ... Tahun ... tentang ...
[Berita INegara Eepublik Indomesia Tahun...
Momeor... ;]
1x anter
. 2cm % MEMUTITSEAN (1)
Menestapltan : EEPUTUSAN SEERETAFIS EEMENTERIAN
EOCOFDINATOR EBIDANG POLITIE DAN EEAMANAN
TENTANG ... [-] T
— sism 1l x emter !
KESATU T e 1 |
1xanter |
EEDUA e e i |
lxenter | Spazi
EETIGA e e e e i I
i

—_—————




2 cm
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. Nomor Halaman

REEEMPAT

FELIMA

EEENAM

FETUJUH

EEDELAPAN

LTS cm 1 X amter

Tim/Desls .. ..... sebagaimana dimalksud dalam Dilctum
EESATU bertugas selama 1 [zatu] Tahun Angegaran/...
bulan terhitung mulai dari tangsal ... sampai dengan
tanggal .. [

1 x amter
Segala biaya yang diperlukan bag pelaksansan tugss
Tim/Deslt ........ dibebankan pada Daftar Isian
Pelaksanasn Anggaren/DIPA EKementerian Koordinator
Bidang Poljik, dan Keamanan Tahun Anggsran .|
1x smter

Pads saat Feputusan Selkretariz Kementerian Koordinator
i mulal berlalon, Eeputusan Seboretariz  Kementeriarn
Foordmator Nomor ... Talun ... tentang ..., dicsbut dam
dinyatalesn tidal: berlaloaj. )

Apakila ada Kepmdusan yang akan dicabud]

I1 x enter
Eeputuszan Selkretaris Kementerian Koordinator ini mulai
berlaloy pada tangsal ditetapksn sampal dengan tanggal

= — = = =
Apabila berlaku surut, maka buny penutup yoifu:

hlsrein
Kanan

Eeputuszan Sekretariz Kementerian Koordimator i mulai -5 o
berlaloy pada tangzgal ditetapkan dan berlalon surat mulan
tanggsl ... sampai dengan tanggal ... ]

1 x anter

Salinen Keputusan i disamp Iepada:
| |
20 |
T ;] dan
e il
-
lcm IX GNtET
Ditetap di Jakarta
pada tangeal ...
1 x amter
SEERETAFRIS KEMENTERIAN LDDE‘D]]"L"LTDR
BIDANG POLITIE DAN KEAMANAN
FEPUEBLIK N
Ex snter
[MAMA PEJABA

e el |
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3 Nomaor Halaman

Margin atas 5 cm

————

LAMPIFAN
EEPUTUSAN SEERETAFRIS
EEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIE DAN EEAMANAN
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B.6. Format Analisis Substantif Atas Usulan Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator.

ANALISIS SUBSTANTIF ATAS USULAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN

Urgensi dan * Perintah dari Peraturan Perundang-
Sasaran yang Ruang Lingkup undangan yang Lebih Tinggi, Berdasarkan
No Judul Ingin Diwujudkan Materi Muatan Kewenangan, Putusan Pengadilan, dan/atau Keterangan

Berdasarkan Hasil Evaluasi

* Untuk analisis substantif dalam rangka permohohan izin prakarsa di luar Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator,
maka harus memuat perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kebutuhan organisasi, putusan
pengadilan, dan/atau berdasarkan hasil evaluasi.

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI GUNAWAN
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